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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA
HOAX DI SOSIAL MEDIA (ANALIS TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016)

Anton Wijaya

Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam duniaonline sudah
digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dankepentingan
politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreativitas banyak
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkankesempatan
tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain.Penegakan hukumpidana yang
kurang tegas dan jelas terhadap berita hoax dan perbuatan tidak menyenangkan
lainnya di sosial media seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran
berita bohong tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk membahas bagaimana
penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong hoax, apa hambatan
dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita hoax. Metode
penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative menggunakan bahan
kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan:
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahanhukum tersier untuk
melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik
pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara
sistematis buku-buku peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain.
Penyebaran berita hoax dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A. Media
elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagaitempat untuk
menyebarkan berita hoax adalah media sosial, mediasosial di internet seperti
Facebook, Instagram, LINE, dan Whatsapp, Messanger dll. Dalam Penerapan
berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita hoax,
Penegakan hukum pidana Penyebaran berita hoax dilakukan sesuai dengan aturan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2016 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2). Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran
berita hoax adalah faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, factor
sarana dan prasarana serta faktor masyarakat.

Kata Kunci : Pengaturan, tindak pidana, berita bohong (hoax), system hukum.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Seiring bertambahnya tahun, semakin berkembang juga segala aspek
dalam kehidupan baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, seni dan teknologi
informasi dan komunikasai (TIK). Perkembangan di bidang teknologi
informasi dan komunikasi adalah perkembangan yang paling pesat di era saat
ini*

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat
melahirkan internet sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan umat manusia
bukan saja untuk sekedar berkomunikasi tapi juga melakukan transaksi bisnis
dimana saja dan kapan saja.

Saat ini berbagai cara untuk berinteraksi di “dunia maya” telah banyak
dikembangkan. Salah satu contoh adalah lahirnya teknologi wireless
application protol (WAP) yang memungkinkan telepon gangguan mengakses
internet, membayar rekening bank, sampai dengan memesan tiket pesawat.
Beberapa waktu lalu bahkan sebuah perusahaan penyedia jasa akses internet
di Indonesia, berencana untuk mengembangkan televise studio untuk wilayah

Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Televisi digital tersebut akan

menyajikan informasi terkini di bidang keuangan, bisnis teknologi informasi

' Irkham Abdul Huda Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas
Pembelajaran di Skolah Dasar .Jurnal Pendididkan dan Konseling Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020
him 143



dan pasar modal selama 24 jam menggunakan jaringan internet dan satelit
sebagai media operasionalnya.

Perkembangan internet yang semakin hari semangkit meningkat, baik
perangkat maupun penggunanya membawa dampak positip ataupun negatif.
Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya
hidup manusia juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin
dipermudahnya penjahat untuk melakukan kejahatan.?

Setiap informasi yang dikeluarkan baik terhadap orang perorangan
maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim
dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran
bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya. Sangat
disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi
yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai
berita bohong (hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring
pembaca dan penerima kepada opini yang negatif.Opini yang negatif, fitnah,
penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat
orang menjadi takut, merasa terancam dan dapat merugikan pihak yang
diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian
materi.®

Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan

peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan dimulai dari

? Raudia, Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara
(cyber crime), Jurnal limiah Jurisprudentis Volume 6 Nomor 2 Desember 2019, him 234

® Abner, dkk (2017), Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial,
https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/ diakses
06 Februari 2018



https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/

mempermudah segala urusan seperti kenyamanan maupun keamanan sampai
membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang
semakin canggih dengan baik dan benar. Teknologi dan informasi selain
membawa dampak positifdan juga dampak negatif, seperti dapat
menimbulkan kejahatan yang bentuknya semakin baru serta perilaku
menyimpang seperti pencemaran nama baik, pornografi, perjudian,
pembobolan rekening, perusakan jaringan cyber (hacking), penyerangan

melalui virus, dan tentunya penyebaran berita bohong(hoax).*

Pemberitaan bohong (hoax) sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu
dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk
mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tahu bahwa
berita tersebut adalah palsu, penyebaran berita sendiri merupakan salah satu
cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media
elektronik, di era digital dan globalisasi seperti ini media sosial merupakan
sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet
penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring
kebenarannya, penyebaran berita melalui media elektronik lebih cenderung
menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur tertentu, seperti

layaknya pembaca media cetak.’

* C.Teguh Dalyono, Pengaruh Media dan Pengetahuan Tentang Teknologi Informasi
Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Tingkat Modernitas Generasi Muda. Jurnal
limiah lImu komunikasi Volume 8 Nomor 1 Januari-April 2010.hIm.86

> John M.Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Cet. XXIII, Jakarta:
Gramedia, 1996.
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Berdasarkan hal tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut diatur tentang
penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan
sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan
menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa
kebencian atau permususan individu dan/atau kelompok masyarakan tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 28 ayat 1 berarti penyelenggaraan transaksi elektronik dapat
dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam
lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan transaksi elektronik oleh
instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik
sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-undang tentang informasi dan
transaksi elektronik .Sedangkan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam
lingkup privat meliputi transaksi elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku
usaha dan konsemen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan

pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.®

Khususnya di daerah Sumatra Selatan yang juga terpapar wabah
Covid-19 tersebut siapapun bisa menyebarluaskan berita bohong kepada
publik. Contohnya pelaku yang berasal dari Muaraenim yang menyebarkan
berita bohong bahwa ada yang meninggal di Sukabumi karena virus Covid-19

lewat postingan media sosial. Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa

® Renza Ardhita Dwinanda, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong
di Sosial Media, Jurnal lImiah Panorama Hukum, Volume 4 Nomor 2 Desember 2019, him 117
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khawatir dan menimbulkan kepanikan di masyarakat namun untungnya hal ini
telah dikonfirmasi oleh pihak Satreskrim Polres Muaraenim ia menjelaskan
bahwa hal tersebut merupakan berita bohong atau hoax.”

Meskipun telah banyak kepolisian daerah yang menetapkan jajarannya
untuk menanggulangi berita hoax, namun pemberitaan bohong yang telah
menyebar baik di nasional maupun di daerah semakin mengkhawatirkan
sehingga membuat pemerintah mengeluarkan revisi Undang-Undang No 19
Tahun 2016. Sementara itu pengaturan pemberitaan bohong sebelumnya juga
telah diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang
peraturan hukum pidana dengan bunyi Pasal 14 “Barang siapa, dengan
menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan
keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara
setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Serta Pasal 15 yang berbunyi “Barang siapa
menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat
menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka
bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara
setinggi-tingginya tiga tahun”, namun saat itu hanya mengatur mengenai
penulisan berita hoax yang dimuat di media cetak atau koran belum mengatur
mengenai pemberitaan yang diatur di dunia maya, pembuktian yang sulit dan

penyebaran berita yang pesat dan tidak terkendali membuat membuat

’ Detik News, 2020 “Polisi Amankan 2 Penyebar Hoax Corona di Sumsel, Ada PNS
Puskesmas”
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kepolisian harus bekerja keras dalam melakukan penyidikan tindak pidana

hoax.®

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di

atas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN
BERITA HOAX DI SOSIAL MEDIA (ANALISIS TERHADAP UU NO.19

TAHUN 2016)”.

B. Rumusan Masalah
Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Hoax ?
Tentang Pasal 45A Ayat (2)
2. ApaHambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita
Hoax ? Tentang Pasal 45A Ayat (2)
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam
Hukum Pidana yang mana membahas mengenai penegakan hukum pidana
terhadap penyebaran berita hoax menurut Undang-Undang Informasidan
Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Dalam penelitian ini penulis
melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada

masalah tinjauan hukum terhadap Kketerbatasan Polisi dalam melakukan

& Ibid.



7
penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di sosial media serta tidak
menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan
dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini, yaitu :
1.  Untuk mengetahui bagaimanapenegakan hukum pidana terhadap penyebaran
berita hoax di sosial media.
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita
hoax di sosial media.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu
pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran
khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada

Almamater.

D. KerangkaKonseptual
Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau
menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang
berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut,® maka batasan
pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang

mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai

? Tjatjep Samsuri, Kajian Teori Kerangka Konsep dan Hipotensis, Sumatra Barat, Tanggal 26
Mei 23 Juli 2003.



serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan
kedamaian pergaulan hidup.*®

2. Berita Hoax merupakan suatu berita atau pernyataan mengenai
informasi yang tidak valid atau palsu yang sengaja disebarluaskan agar
membuat keadaan menjadi heboh serta data yang digunakan bukanlah
data yang valid.™

3. Sosial media adalah sebuah media online, dengan para penggunanya
bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi

meliputi blog, jejaring sosial, wiki, farum dan dunia viktual.*?

E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu
proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.*?

2. Pendekatan Masalah
Untuk memecahakan isu-isu hukum yang dihadapi, diperlukan
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan.Bahan hukum dalam

penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

19" Kusnu Goesniadhie S, Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik, Jurnal Hukum
Volume 17 Nomor 2 April2010.him.195-216

1 Dewi Ayu Pranesti,Ridwan Arifin, Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita
Hoax di Media Sosial di Indonesia. Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Juni 2019. HIm.11

12" Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat
di Indonesia, Jakarta Gremedia.

B Marzuki, Peter Mahmud, 2011, penelitian hokum, Cet-7, Kencana prenada Media Group,
Jakarta, him.35



3. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
a. Data Primer
Data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif
(mempunyai otoritas),** yang berupa norma hukum yang berkaitan
dengan perlindungan hukum sebagai upaya preventif maupun represif
tarkaitan dengan tindak pidana (hoax). Norma hukum tersebut
dikumpulan dari Undang-undang yang berkaitan.
Peraturan Perundang-undang yang digunakan dalam penelitian ini
adalah :
1) KUHP
2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana
3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Penyebaran Berita
Hoax
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk membantu
kelengkapan dari hukum primer, yakni berupa litetature hukum, artikel

dalam berbagai majalah atau jurnal hukum, makalah yang disampaikan

" Ibid, him 137
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dalam diskusi maupun seminar hukum, sekunder adalah memberikan

kepada peneliti semacam “petunjuk” kemana peneliti melangkah.15

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB |

BAB II :

BAB III:

BAB IV:

Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan
tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta
sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum penegakan hukum pidana
terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di sosial media
(Tentang Pasal 45A Ayat 2)

Pembahasan

Berisikan tentang faktor penegakan hukum pidana terhadap
penyebaran berita bohong (hoax) di sosial media dan hambatan
dalam penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong
(hoax) di sosial media

Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

> Ibad, him 155.
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